1. Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di PengadilanKota

Yogyakarta telah menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan dengan
baik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat.
Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan
Negeri Wonosari dalam pelaksanaan checking on the spot tidak
menjalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana Surat Edaran tersebut
menjelaskan bahwa Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat
dengan jalan checking on the spot minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

2. Peran Hakim pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana
penjara di Pengadilan Kota Yogyakarta tidak ada menghadapi kendala,
karena di wilayah hukum pengadilan Kota Yogyakarta tersebut telah ada
lembaga pemasyarakatan dan mempunyai jarak yang tidak jauh dari
pengadilan yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan pidana penjara dapat dilakukan setiap saat.
Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan
Negeri Wonosari dalam menjalankan tugas pengawaan dan pengamatan
menghadapi kendala yaitu dibidang sedikitnya narapidana yang perlu

diawasi dan diamati yang mengakibatkan Hakim pengawas dan pengamat



dalam hal melakukan cecking on the spot tersebut dilakukan perperiodik

yakni sekali dalam 6 (enam) bulan.

B. Saran:

1. Alangkah baiknya Hakim pengawas dan pengamat di setiap Pengadilan
jumlahnya lebih dari satu, agar lebih mempermudah pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan pidana penjara;

2. Alangkah baikknya Hakim pengawas dan pengamat di setiap pengadilan
dibebaskan dari tugas-tugas pokoknya sebagai hakim karier, agar dapat
memfokuskan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana
penjara saja.

3. Alangkah baiknya tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan
cecking on the spot disesuaikan dengan jumlah narapidana yang perlu
diawasi dan diamati, karena di- masing-masing pengadilan dalam memutus
perkara pidana yang hilang kekerdekaan dan ancaman hukumannya diatas
satu tahun berbeda-beda, sehingga pengawasan dan pengamatan juga

berbeda dalam hal waktu cecking on the spot tersebut.
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